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BUPATI ASAHAN 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI ASAHAN 

NOMOR 9 TAHUN 2026 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
TAHUN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ASAHAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan 

kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap 

instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja 

utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib 

menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah 

Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri 

dibawahnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2026; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyusunan  

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6940); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Repulik Indonesia Nomor 6041): 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1842); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Asahan Tahun 2024 Nomor 4); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan 

Tahun 2025 Nomor 2); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA 
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Asahan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

5. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. 

6. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai 

penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

7. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 

8. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. 

BAB II 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal 2 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2026 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :  

a. menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan 

b. menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.  
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BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 4 

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan 

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.  

(2) Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pembinaan 

dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.  

 

 
    Ditetapkan di Kisaran 
    pada tanggal 30 April 2026 

   BUPATI ASAHAN, 

          ttd 

   TAUFIK ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Kisaran 
pada tanggal 30 April 2026 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, 

               ttd 

ZAINAL ARIPIN SINAGA 

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026 NOMOR 9 

 

 


